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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kegiatan Pengadaan barang dan jasa disektor pemerintah, 

yang biasa dikenal dengan istilah pengadaan barang/jasa 

Pemerintah, atau disingkat PBJP, adalah kegiatan pengadaan 

barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah dengan menggunakan dana APBN/APBD. Prosesnya 

dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil 

pekerjaan, memiliki bagian penting dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan 

pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Selain itu 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diharapkan juga mampu 

memberikan pemenuhan nilai manfaat penggunaan produk dalam 

negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 

menengah (UMKM) serta pembangunan berkelanjutan. Oleh karena 
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pentingnya peranan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan 

keberadaannya yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan 

negara sehingga  setiap instansi pemerintah membutuhkan 

mekanisme atau peraturan tata kelola (Good Governance) dan 

akuntabilitas (P. P. LKPP, 2020, pp. 1–2) 

Pemerintahan yang baik atau good governance menjadi 

harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Konsep good governance 

menurut United Nations development Program (UNDP) adalah 

penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan tiga aktor yaitu 

negara, swasta, dan masyarakat. Pemerintahan Indonesia berupaya 

memenuhi konsep ini dengan melakukan reformasi dalam segala 

aktivitas pemerintahan dan layanan publik menggunakan teknologi 

informasi atau e-government. Salah satu pelaksanaan e-government 

untuk mencapai good government yaitu dengan pengadaan 

barang/jasa secara elektronik atau disebut juga sebagai e-

procurement. Pengadaan barang/jasa secara manual digantikan 

oleh sistem yang lebih simple melalui teknologi informasi dan 

komunikasi sejak tahun 2009. E-procurement kemudian diterapkan 

kedalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) (Wrsono, 

2018, p. 2). 

E-procurement atau pengadaan secara elektronik adalah 

proses pengadaan barang/jasa yang menggunakan teknologi 

informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan 
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perundang-undangan. E-tendering dan E-purchasing merupakan 

dua cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.  

Di indonesia, E-purchasing menjadi salah satu metode terkini 

dalam melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan 

proses ini dilakukan dengan lebih efisien. E-purchasing sendiri 

adalah cara pembelian melalui sistem katalog elektronik yang berisi 

daftar, jenis, spesifikasi teknis serta harga dari berbagai penyedia 

barang/jasa pemerintah. Katalog elektronik sendiri adalah sistem 

informasi online yang menyimpan daftar tersebut untuk 

memudahkan akses bagi para penyedia maupun instansi 

pemerintah (Lestyowati, 2018, p. 670) 

Menurut hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh 

peneliti dengan kepala urusan keuangan dan kepala urusan umum 

selaku pejabat yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan 

pengadaan barang dan jasa di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar 

yang dilakukan pada Kamis, 13 april 2023, menyatakan bahwa 

pelaksana barang dan jasa di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar 

sudah menggunakan sistem elektronik atau e-procurement dengan 

metode E-purchasing. Adapun para pihak yang berperan dalam 

menjalankan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 

di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar terdiri dari Kepala Perwakilan, 

Kepala Bagian Tata Usaha sebagai pejabat pembuat komitmen, 
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Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Staf 

Umum/Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Tim Pengadaan Barang 

dan Jasa Menerapkan prinsip – prinsip yang berlaku pada peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terdiri dari  “Efisien, 

Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel. 

Rumah detensi imigrasi Denpasar, Dalam implementasinya 

telah memperoleh manfaat dari penerapan sistem ini seperti 

peningkatan efisiensi waktu serta menghindari berbagai risiko 

kesalahan administratif maupun korupsi. Dengan adanya sistem ini 

juga dapat menekan biaya operasional dalam melakukan pembelian 

barang atau jasa. Namun demikian dalam pelaksanaannya ada 

beberapa permasalahan juga yang dihadapi oleh pejabat 

pengadaan. 

Penelitian terdahulu yang menyangkut tema ini menjelaskan 

implementasi pengadaan barang dan jasa di beberapa daerah 

termasuk efektivitas pengadaan secara elektronik. Hidayat (2015) 

melakukan penelitian tentang Penerapan e-Procurement Dalam 

Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung 

Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi pada Unit Layanan 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam 

Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). Hasil penelitian 

menunjukkan penerapan prinsip e-procurement di Kabupaten 
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Penajam Paser Utara secara umum sudah berjalan sesuai peraturan 

yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala dalam 

penerapannya, yakni kelembagaan ULP, Infrastruktur, dan SDM. 

Untuk itu diperlukan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi 

kendala tersebut guna mendukung ketahanan tata pemerintahan 

daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Rossita Arum Nurchana et al., (2014) melakukan penelitian 

mengenai Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan 

Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam 

Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Hasil penelitian 

yang telah diperoleh adalah penerapan e-procurement dalam 

pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro kurang berjalan 

efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara 

maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya satu tujuan yang belum 

dicapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang 

sehat. 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh para pejabat 

pengadaan maupun Pejabat pembuat komitmen saat menggunakan 

katalog elektronik adalah harga yang tercantum dalam katalog 

elektronik belum termasuk biaya pengiriman. Informasi ini baru 

diketahui pada saat sudah memasukkan pesanan di aplikasi E-

purchasing. Hal ini menyebabkan satuan kerja melakukan 

pembatalan pembelian. Selain dengan pembatalan pembelian, ada 
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juga satuan kerja yang melakukan revisi anggaran untuk 

mengakomodasi biaya pengiriman tersebut. Selain masalah biaya 

pengiriman, permasalahan E-purchasing lain yang menjadi 

fenomena adalah belum semua barang dan jasa yang diperlukan 

dapat disediakan melalui katalog elektronik. Adanya kebutuhan baik 

yang rutin maupun insidental pada satuan kerja belum semuanya 

tersedia di katalog elektronik. Akibatnya satuan kerja akan 

melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang 

lain misalnya pelelangan atau pengadaan langsung. Kendala yang 

terjadi lainnya dalam proses pengadaan barang ini pun akan 

menimbulkan risiko harga yang lebih mahal dan kerugian baik 

material berupa uang maupun pemborosan waktu kerja (Sa’adah, 

2020).  

Dari  permasalahan tersebut menjadi bahan awal bagi peneliti 

untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi 

seputar penggunaan katalog elektronik pada pengadaan barang dan 

jasa. Hal ini merujuk pada kemajuan dunia teknologi informasi dan 

komunikasi dimana manusia tidak lagi harus keluar rumah untuk 

memenuhi kebutuhannya. Peralatan canggih yang ada di tangannya 

dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Di dunia 

pemerintahan, kemajuan teknologi akan dimaksimalkan untuk 

membantu meningkatkan performa kerjanya melalui bidang 

pengadaan. Jika dunia e-commerse di bidang bisnis dan swasta 
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telah maju sedemikian pesat, maka kemajuan itu hendaknya juga 

terjadi di bisnis pemerintahan. Tentunya aturan dan mekanismenya 

harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan dan bukan 

malah membuat inefisiensi waktu, tenaga dan biaya. maka sangat 

diperlukan adanya prosedur atau penerapan dalam melaksanakan 

pengadaan barang yang sesuai dengan kebijakan lembaga.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengamati “Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Dengan 

Metode E-Purchasing Pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar”. 

 

B. Pokok Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang di atas maka, yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa dengan 

metode E-purchasing pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar?  

2. Apa tujuan dari Pengadaan barang dan jasa dengan metode E-

purchasing pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan 

pengadaan barang dan jasa dengan metode E-Purchasing pada 

Rumah Detensi Imigrasi Denpasar?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah diatas maka, yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan pengadaan barang dan 

jasa dengan metode E-Purchasing pada Rumah Detensi 

Imigrasi Denpasar 

2. Untuk mengetahui Tujuan penerapan pengadaan barang dan 

jasa dengan metode E-Purchasing pada Rumah Detensi 

Imigrasi Denpasar 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

penerapan pengadaan barang dan jasa dengan metode E-

Purchasing pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan 

menambah wawasan peneliti terkait dengan pekerjaan yang 

dilakukan di perusahaan. Mahasiswa dapat menuangkan ide - 

ide, gagasan dan keterampilannya dalam menghadapi masalah 

yang nyata di perusahaan sehingga pembelajaran yang didapat 

dari bangku kuliah dapat dipraktikkan.  



9 
 

 
 

Hasil penelitian ini juga sebagai salah satu syarat utama yang 

harus dipenuhi untuk menyelesaikan program Diploma III di 

Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bali.  

2. Bagi Politeknik Negeri Bali 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi 

pengetahuan tentang lembaga pemerintahan yang menjadi 

objek penyusunan laporan serta sebagai barometer terhadap 

tujuan pendidikan Politeknik Negeri Bali yaitu, menciptakan 

lulusan yang terampil dan profesional dalam bidangnya.  

3. Bagi Instansi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi, 

bahan pertimbangan dan informasi untuk kedepannya dalam 

menghadapi kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa sehingga dapat berperan dalam penetapan kebijakan 

lembaga serta lebih jauh untuk menunjang kemajuan dan 

perkembangan lembaga.  

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi yang 

beralamat di Jalan Raya Uluwatu No.108 Jimbaran, Kuta 

Selatan, Badung, Bali.  
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Penerapan Pengadaan Barang dan 

Jasa Dengan Metode E-Purchasing pada Rumah Detensi 

Imigrasi Denpasar. 

3. Data Penelitian 

a. Jenis Data Penelitian  

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penyusunan 

tugas akhir ini adalah data kualitatif. Pengertian data 

kualitatif menurut Sugiyono (2013, p. 9) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. 

b. Sumber Data 

1) Data Primer 

Menurut Sugiyono (2013) Data primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Dalam penelitian ini, pengambilan data 

primer dilakukan dengan wawancara kepada karyawan 

pada bagian Umum yang terkhususnya menangani 
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masalah pengadaan barang dan jasa pada Rumah 

Detensi Imigrasi Denpasar.  

2) Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

dengan cara membaca, mempelajari dan memahami 

melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku - 

buku, serta dokumen Sugiyono (2013). data sekunder 

adalah data yang tersedia sebelumnya yang 

dikumpulkan dari sumbersumber tidak langsung atau 

tangan kedua misalnya dari sumbersumber tertulis milik 

pemerintah atau perpustakaan Abdussamad 

(2021;401). Dalam Hal ini penulis meminta data 

mengenai pengadaan barang dan jasa, sejarah singkat 

perusahaan, uraian tugas, struktur organisasi, dan data-

data yang berhubungan dengan pengadaan barang dan 

jasa pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian 

ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data sebagai berikut :  

1) Wawancara  

  Menurut (Ahyar et al., (2020;143) Wawancara atau interview 

adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan 
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yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan 

suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung 

maupun secara daring sebanyak 2 kali wawancara dengan 

narasumber yang berbeda kepada Kepala Bagian Umum 

dan pegawai subbagian umum mengenai peraturan yang 

berlaku hingga pelaksanaan dalam pengadaan barang dan 

jasa dengan metode E-purchasing pada Rumah Detensi 

Imigrasi Denpasar. Jenis wawancara yang digunakan yaitu 

wawancara terstruktur dan dilaksanakan pada tanggal 03 

April 2023 . wawancara terstruktur merupakan wawancara 

yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman 

pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya.  

2) Observasi  

  Penggunaan metode ini menunjukkan peneliti bagian dari 

subjek yang diteliti dengan mengkaji berbagai informasi 

selengkap mungkin dari berbagai aspek kehidupan subyek 

yang diteliti Abdussamad (2021;263). Dalam penelitian ini, 

Langkah ini dilakukan dengan melihat, mengamati, dan 

mengidentifikasi Penerapan administrasi dalam rangka 

pengadaan barang dan jasa dengan metode E-purchasing 
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yang dilaksanakan divisi umum di Rumah Detensi Imigrasi 

Denpasar selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

secara offline pada bulan Januari 2023–April 2023. 

3) Studi Pustaka dan dokumentasi 

  Menurut Ahyar et al., (2020;149) Pengertian dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal- hal atau variabel berupa 

catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini 

peneliti melakukan pengumpulan data melalui media 

internet, membaca jurnal-jurnal, mengutip, dan mempelajari 

sumber-sumber bacaan. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan 

Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan Iswoyo, Syamsiar Sugiyono (2007). 

Peneliti menganalisis data dengan memaparkan, menguraikan 

keterangan dan data yang telah dikumpulkan selama melakukan 

penelitian pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Dan lebih 

ditekankan pada Penerapan pengadaan barang dan Jasa 

Dengan Metode E-Purchasing pada Rumah Detensi Imigrasi 

Denpasar. Pada penelitian ini penulis juga menggunakan teknik 

analisis Triangulasi.  Menurut Ahyar et al., (2020;156) Triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 
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menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, 

yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

a. Penerapan prosedur pengadaan barang dan jasa dengan metode 

elektronik purchasing pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar 

memiliki dampak positif yang signifikan. Metode ini memberikan 

kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam seluruh tahapan 

pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga kontrak 

finalisasi. Dengan menggunakan platform elektronik, proses 

menjadi lebih terstruktur, mengurangi potensi kesalahan, dan 

memberikan akses yang lebih luas bagi calon penyedia barang dan 

jasa. dalam konteks Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, penerapan 

metode elektronik purchasing membantu memastikan bahwa 

pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip 

keadilan, persaingan yang sehat, serta akuntabilitas yang tinggi. 
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Selain itu, prosedur ini juga meminimalkan risiko praktik korupsi dan 

penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengintegrasikan teknologi 

dalam pengadaan, Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dapat 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengalokasikan 

dana dengan lebih efektif, sehingga berdampak positif pada 

pelayanan dan operasional secara keseluruhan.  

b. Penerapan pengadaan barang dan jasa dengan metode elektronik 

purchasing di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan. 

Dengan mengadopsi teknologi elektronik, tujuan tersebut dapat 

tercapai melalui penyederhanaan prosedur, pengurangan potensi 

kesalahan manusia, pemantauan yang lebih baik, serta 

pengurangan risiko korupsi. Selain itu, metode ini juga 

memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari pihak-pihak yang 

berkepentingan, seperti penyedia barang dan jasa, sehingga 

menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan hasil yang 

optimal bagi Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Dengan demikian, 

tujuan akhir dari penerapan metode elektronik purchasing adalah 

menciptakan lingkungan pengadaan yang transparan, adil, dan 

berdaya guna bagi kepentingan pelayanan dan operasional Rumah 

Detensi Imigrasi Denpasar. 
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c. Penerapan prinsip E-purchasing di Rumah Detensi Imigrasi 

Denpasar secara umum sudah berjalan sesuai peraturan yang 

berlaku namun masih terdapat beberapa kendala dalam 

penerapannya. Hal ini terlihat dari hasil Observasi langsung dan 

wawancara dengan responden yang relevan. Responden 

menyatakan setuju bahwa prinsip-prinsip e-purchasing telah 

diterapkan dalam pelaksanaan e-purchasing di Rumah Detensi 

Imigrasi Denpasar  . Kendala–kendala yang dihadapi dalam 

penerapan e-purchasing di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar 

bahwa tidak semua kebutuhan barang dan jasa satuan kerja 

tersedia di katalog elektronik, Ada barang/jasa tertentu yang belum 

terdaftar di katalog elektronik sehingga pejabat pengadaan harus 

membelinya dari luar.  harga yang belum termasuk biaya 

pengiriman, asuransi, dan pemasangan.  dan kendala produk yang 

dipesan harus dari dalam negeri. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut :  

1. Tidak semua barang yang dibutuhkan pengguna tersedia pada e-

catalogue. Hal ini karena penyedia belum menanyangkan barang 

yang ada di e-catalogue. Sebaiknya pengguna melakukan 

komunikasi dengan penyedia mengenai ketersediaan barang pada 

e-catalogue agar pelaksanaan pekerjaan atau pemesanan 
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barang/jasa dapat berjalan lebih efektif. Kepada Lembaga 

Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) untuk 

dapat menambah jenis produk dalam e-catalogue sehingga 

menjamin ketersediaan barang/jasa. 

2. Sebaiknya Tim Pengadaan memberikan masukan langsung kepada 

LKPP untuk mengharuskan penyedia menyertakan biaya tambahan 

yang diperlukan dalam e-catalogue. Hal ini untuk memudahkan tim 

pengadaan dalam proses penganggaran. 

3. Dalam konteks liberisasi perdagangan, sektor pengadaan barang 

dan jasa di Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat untuk 

melindungi kepentingan kompetisi produk dalam negeri dan 

meminimalisir masuknya produk luar dalam pengadaan barang dan 

jasa perusahaan pemerintah. Komitmen ini akan efektif apabila 

pemerintah serta instansi terus menerbitkan regulasi-regulasi yang 

melindungi produk dalam negeri.  
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